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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 




غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 








4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا           : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 





 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َع َي ب  ر  : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سه فْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 





8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا نْي  د diinullah  َ ٰللّاا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :  
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 





kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi  
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 








B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata’ala 
Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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 Masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 
Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di 
Wilayah Hukum Polrestabes Makassar  Studi Tahun (2014-2016)? Dengan beberapa 
submasalah, yaitu: 1) bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) terhadap 
pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar? dan 2) 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo Pasal 281 jo Pasal 77 
ayat (1) di wilayah hukum Polrestabes Makassar?.  
 Untuk memecahkan persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis 
penelitian  gabungan yaitu penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis (sosiological approach) dan perundang-undangan (statute 
approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu turun 
langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 
Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap editing, 
sistematisasi dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
di wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam pelaksanaanya tidak efektif, dimana 
tahun 2014-2016 jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM 
meningkat, adapun faktor yang  mempengaruhi penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Makassar 
meliputi faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana 
atau prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepolisian harus tetap profesional 
dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. 
Khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan SIM. 2) Pemerintah harus lebih 
memperhatikan sarana atau fasilitas rambu lalu lintas, dan berupaya meningkatkan 







A. Latar Belakang Masalah  
Seiring perkembangan zaman, teknologi telah mengubah kehidupan manusia. 
Teknologi ini berkembang di berbagai bidang salah satunya yang paling berkembang 
yaitu teknologi di bidang transportasi baik transportasi darat, laut, maupun udara. 
Seperti pesawat, mobil, motor dan lain-lain, transportasi telah mengalami 
perkembangan selama beberapa abad manusia telah merancang dan menggunakan 
jalur transportasi sejak 30.000 Sebelum Masehi (SM).
1
 Transportasi telah 
berlangsung sejak lama, keberhasilannya ditunjukkan dalam bentuk peningkatan 
kecepatan kapsitas angkut.
2
 Transportasi merupakan bagian yang sangat penting 
dalam memperlancar roda perekonomian.
3
 Transportasi adalah suatu kegiatan untuk 
memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan berbagai 
fasilitas yang digunakan.
4
 Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan 
pelayanan jasa trasnportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga 
yang terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 
luas. Seperti penggerakan pembangunan; daerah terpencil dengan hasil ekonomi dari 
sumber daya alam yang berlimpah, jika tidak terdapat lalu lintas dan angkutan 
kedaerah maka akan menghambat pembangunan dan  melayani kegiatan nyata; pada 
                                                          
1
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ekonomi yang sudah berjalan transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan 
barang atau orang dari suatu tempat ketempat lainnya, contoh masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu tersedia di satu 




Keberadaan transportasi mempengaruhi aspek sosiologi dalam masyarakat 
misalnya berubahnya gaya hidup dan timbulnya kejahatan-kejahatan diberbagai 
bidang transportasi misalnya pembajakan pesawat udara.
6
 Teknologi transportasi 
yang tidak berjalan sesuai aturan secara langsung telah mempengaruhi munculnya 
perbuatan hukum dimasyarakat. Salah satunya yaitu produksi kendaraan bermotor, 
pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta 
meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil. Namun 
kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan mempunyai dampak lain yang 
sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Pertumbuhan 
jumlah kendaraan di  Kota Makassar misalnya terbilang amat pesat, tiap tahun 
tercatat pertambahan puluhan ribu kendaraan bemotor yang mengaspal dijalan. 
Kebanyakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Berdasarkan data Samsat 
Makassar jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2014 berkisar 1.252.755 unit, tahun 
2015 berkisar 1.338.142 unit, dan tahun 2016 berkisar 1.425.151 unit. Artinya, dalam 
dua tahun terakhir tercatat 172.395 unit. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kendaraan 
bermotor di Makassar berkisar 7% setiap tahun nya.
7
  Faktor penyebab timbulnya 
permasalahan lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, 
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Zulfiar Sani, Transpotasi (Suatu Pengantar) ( Jakarta: Universitas Indonesia Press), h. 2. 
6
Sri Hendarto, dkk, Dasar-Dasar Transportasi , h. 7. 
7
https://m.wartaekonomi.co.id/berita127322/pertumbuhan-kendaraan-di-makassar-ratarata-7-
persen tiap tahun.html. diakses 15 November 2017 18.00 am 
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keadaan kendaraan, dan juga kondis rambu-rambu lalu lintas.
8
 Permasalahan lalu 
lintas tumbuh lebih cepat dari pada upaya pemecahan, sehingga mengakibatkan 
permasalahan menjadi parah seiring berjalannya waktu. 
Permasalahan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak 
sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Seperti masalah pelanggaran lalu lintas yang 
dihadapi di kota-kota besar saat ini. Keadaan ini merupakan perwujudan 
perkembangan teknologi modern. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi di 
kalangan masyarakat maupun anak.  Kesadaran tertib di jalan raya masih rendah 
sehingga mudah menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama 
pengguna mobil dan motor. Mulai dari pengguna jalan yang melawan arah, tidak 
menggunakan helm, mobil menerobs lampu merah, hingga angkutan yang berhenti 
tidak pada tempatnya, kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan 
STNK dan Surat Izin Mengemudi (SIM). 
9
  
Selama ini tanpa kita sadari SIM pada setiap pemilik kendaraan bermotor 
ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. 
Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang syarat kepemilikan SIM 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 81  
yaitu ajukan permohonan tertulis, dapat baca tulis, miliki pengetahuan yang cukup 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan teknis dasar kendaraan bermotor 
dan pemenuhan batas umur pengendara motor usia 17 tahun.
10
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Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum 
dalam Lalu Lintas Jalan (Jakrta: Rajawali, 1983),  h. 23. 
9
 Suwardjoko Warpani. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung: PT. ITB, 
2002) h. 105. 
10
Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, Sosialisasi Modul Integritas Pelajaran Lalu lintas. 
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Pengemudi  kendaraan bermotor yang belum memiliki SIM merupakan 
tindakan yang tidak tepat, sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU NO.22 Tahun 
2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di wajib memiliki 
SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
11
 Namun, 
kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui pengemudi 
kendaraan bermotor dengan leluasa mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa SIM. 
Pengemudi kendaraan bermotor seakan tidak takut dengan pidana yang akan 
dijatuhkan padanya sebagaimana diatur dalam pasal 281 UU No.22 Thun 2009 yakni 
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak 
memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta 
rupiah)
12
. Selain tidak memiliki SIM, kebanyakan pengemudi kendaraan bermotor 
sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya, tanpa mereka sadari perbuatan 
mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Islam selalu 
mendahulukan upaya-uapaya agar tidak terjadinya kemudhorotan seperti terjadinya 
kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, pelanggaran, dan lain-lain 
ditengah masyarakat.  
Islam belum membahas persoalan terkait mengenai kepemilikan SIM bagi 
pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Akan tetapi bila tujuan dari 
adanya SIM yaitu menghindari kemudhorotan, maka kepemilikan SIM bagi 
pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu adalah tanda bahwa 
                                                          
11
Ditlantas Babinkam Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan( Jakarta : Ditlantas Babinkam Polri, 2009),  h. 51. 
12
Ditlantas Babinkam Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan, h. 155 
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pengemudi kendaraan bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik, 
maupun mental untuk berkendara. 
Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati 
ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Kepemilikan SIM adalah salah satu bentuk 
ketaatan umat Islam terhadap pemimpin. Hal ini sesuai dengan QS Al-nisa/4 : 59 
                           
                        
               
Terjemahan: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah kepada Allah  
(AL-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) lebih baik 
akibatnya.”13 
Dari uraian latar belakang sebelumnya, fenomena ini menarik bagi penulis 
untuk diteliti dengan judul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa 






                                                          
13




B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus penelitian. 
Penelitian ini difokuskan pada larangan mengemudi kendaraan bermotor 
tanpa SIM  di wilayah hukum Polisi Resor Kota Besar Makassar. Judul skripsi ini 
mengembangkan sejauh mana efektivitas pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah 
hukum Polrestabes Makassar. 
2. Deskripsi fokus. 
Dalam Pasal 77 ayat 1 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
di jalan raya wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang 
dikemudikan. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang 
diharapkan, masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengendarai 
kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Mereka seakan tidak takut dampak negatif 
yang akan ditimbulkan terhadap apa yang dilakukannya. 
Pengendara kendaraan bermotor seakan tidak mempertimbangkan 
konsekuensi yang akan didapatkan ketika melakukan pelanggaran sesuai dengan 
pasal 281 UU No.22 Thun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 
77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapatlah penulis 
memberikan suatu pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Pasal 281 Jo 
Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi 
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Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes 
Makassar (Studi Tahun 2014-2016)” adapun sub masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar? 
2. Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 
ayat (1) di wilayah hukum Polrestabes Makassar? 
D. Kajian Pustaka  
Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan 
momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 
ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan 
diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengindentifikasikan 
kamungkinan signifikan dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks 
waktu dan tempat tertentu.
14
 
Skripsi ini berjudul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa 
Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Tahun 2014-
2016)”. Dari hasil upaya penelusuran yang telah ditempuh, penulisan menemukan 
beberapa literatur, yaitu: 
1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Arfan yang bejudul Penegakan Hukum 
Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin 
Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekan Baru Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 
Jurnal ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan 
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UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan karya tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 
Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 
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roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum 
polresta pekan baru berdasarkan UU No.22 tahun 2009. Karya tulis ini 
dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan  lalu 
lintas khususnya masalah SIM. Namun karya tulis ini spesifik membahas 
pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur yaitu mengendarai 
kendaraan roda dua tanpa SIM. 
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Fitriani yang berjudul Penerapan Pasal 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu 
Lintas Di Kota Makassar. Jurnal ini menjelaskan bahwa pasal 288 Undang-
Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 yang dilihat dari jumlah 
pelanggaran lalu lintas per tahun dan dilihat dari penerapan sanksi pidana 
denda belum efektiv menanggulangi pelanggaran di kota Makassar. Karya 
tulis ini dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan  
lalu lintas yang terjadi dikota Makassar. Namun karya tulis ini tidak 
membahas secara spesifik mengenai SIM.  
3. Buku yang ditulis oleh Suwardjoko P.Warpani yang berjudul Pengelolaan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku ini membahas masalah pengelolaan 
lalu lintas dan angkutan jalan. Diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi 
sehari-hari dapat dilihat lebih tajam, yang pada gilirannya akan memudahkan 
para penentu kebijaksanaan memilih kebijakan apa yang akan diterapkan 
dalam mengelola system lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada lingkup 
nasional dan daerah maupun perkoatan.  Namun dalam buku ini tidak 
membahasa masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan Undang-Undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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4. Buku yang ditulis oleh Ditlantas Babinkam Polri yang berjudul Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, buku ini membahasa tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 
Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No 
14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam buku ini hanya 
membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Buku ini dijadikan referensi untuk 
mengetahui isi undang-undang yang kajiannya fokus dengan lalu lintas. 
5. Buku yang ditulis oleh C.S.T Kansil dan S.T Kansil yang berjudul Disiplin 
Berlalu Lintas di Jalan Raya, buku ini membahas tentang pemakai jalan yang 
menggunakan kendaraan bermotor dalam menciptakan disiplin berlalu lintas 
di jalan menuju terciptanya disiplin nasional. Namun dalam buku ini masih 
berpedoman pada  Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) terhadap 
pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar . 
2. Untuk mengetahui Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan 





Adapun yang menjadi kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis  
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
untuk keperluan dan mengembangkan ilmu hukum ksususnya yang 
mengkaji masalah larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa SIM. 
2. Manfaat praktis  
Kepada penegak hukum yang bertanggung jawab diharapkan 
menjalankan fungsinya secara efesien, sehingga masalah pelanggaran lalu 
lintas yang terjadi di yurisdiksi kota Makassar khususnya masalah 





A. Teori Efektivitas 
Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan antara nilai-nilai 
yang bervariasi.
1
 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 
sejauh mana target dapat tercapai.
2
 Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini 
yakni efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat 
berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti 
mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, 
berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.
3
 Selain itu, efektivitas hukum 
berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 




Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau 
tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu: 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), yaitu berfungsi untuk keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan.  
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Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, 
h. 129. 
2
Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Cet. III; Bandung: CV. 
Mandar Maju, 2009), h. 59. 
3
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62. 
4
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Cet. VII; Bandung: Penerbit Nusa 
Media, 2011), h. 53. 
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2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan 
hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
5
 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang 
pertama-tama kita harus ukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati.
6
Selain itu ketaatan hukum dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman, yaitu: 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 
hanya karena takut karena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan 
hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat Interlnalization, yaitu seseorang menaati suatu aturan, 




Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hanya 
karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat 
                                                          
5
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2005),  h. 9. 
6
Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
(Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2009),  h. 375. 
7
Acmad Ali, Menguak Teori Hukum, h. 347-348. 
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ketaatan masyarakat sangatlah rendah, karena membutuhkan pengawasan terus 
menerus. Berbeda halnya dengan ketaantannya berdasarkan kepentingan yang bersifat 
internalization ketaantan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan 
nilai intrisik yang dianutnya, maka derajat ketaantannya sangatlah tinggi.
8
 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara 
umum yaitu: 
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-
orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, 
jika aturan hukum berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang 
dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 
2. Kejelasan rumusan masalah dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Perumusan aturan 
hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis maka harus 
ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya 
tetap membutuhkan interprestasi dari penegak hukum yang akan 
menerapkannya. 
3. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukumm itu. Kita tidak 
boleh meyakini fiksi hukum yang menetukan bahwa semua penduduk yang 
ada diwilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang 
berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara 
umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya 
jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan dengan tepat. 
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4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 
aturannya bersifat melarang, dibanding bersifat mengharuskan sebab hukum 
yang bersifat melarang (probihitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang 
hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan 
sifat dengan aturan hukum yang dilanggar tersebut. Sanksi yang dapat kita 
katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu,  belum tentu baik untuk tujuan lain. 
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan suatu aturan hukum, harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi 
denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan 
dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk 
pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman 
atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dilaksanakan oleh mereka. 
Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya 
akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan 
kejahatan tersebut.  
7. Kemungkinan bagi penegak hukum tersebut memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, memungkinkan karena tindakan 
yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkrit, dapat 
dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam tahapan 
(penyelidikan, penyidikan,  penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu 
aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang 
bersifat gaib atau mistik, mustahil untuk efektif karena mustahil ditegakkan 
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melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi pada perbuatan sihir atau 
tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibutikan. 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative 
akan jauh lebih efektif dibanding aturan hukum yang bertentangan dengan 
nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah 
aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang 
juga dilarang diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma 
agama, norna adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang 
tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif. 
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, 
sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan 
penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interprestasi  dan 
kontruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkrit. 
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan 
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan 
sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyaknya, harus telah terjaga 
karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika 





                                                          
9
Acmad Ali, Menguak Teori Hukum, h. 376-378. 
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B. Tinjauan Umum Lalu Lintas  
1. Pengertian lalu lintas. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 2 yaitu: “lalu lintas adalah gerak 
kendaraan dan orang diruangan lalu lintas”10  
2. Komponen lalu lintas. 
Kondisi lalu lintas jalan adalah hasil dari perilaku arus lalu lintas. Perilaku 
arus lalu lintas sendiri adalah hasil pengaruh gabungan antara manusia, kendaraan 
dan jalan dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam hal manusia, dapat berupa 
pengemudi maupun manusia sebagai pejalan kaki. 
11





Manusia merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam 
pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas serta tidak dapat diramalkan secara 
tepat. Beberapa pritanjauan terhadap faktor manusia diantaranya: 
1. Manusia sebagai pengemudi, perilaku seorang pengemudi dipengaruhi 
oleh faktor luar berupa keadaan sekelilingnya, cuaca, daerah pandangan 
serta penerangan jalan di malam hari. Selain itu juga dipengaruhi oleh 
emosinya sendiri seperti sifat tidak sabar dan marah-marah. Selain faktor-
faktor tersebut, faktor lain yang mempengaruhi perilaku manusia adalah 
sifat perjalanan, (bekerja, rekreasi atau hanya jalan-jalan). Serta faktor 
                                                          
10
Ditlantas Babinkam Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan, h. 5. 
11
Alik Ansyori Alansyah, Rekayasa Lalu Lintas (Cet. I; Malang: UMM Press, 2005), h. 7. 
12
Alik Ansyori Alansyah, Rekayasa Lalu Lintas, h. 7-28. 
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kecakapan, kemampuan, dan pengalaman mengemudi. Untuk menguji 
apakah seseorang dianggap cukup cakap untuk mengemudi kendaraan 
atau tidak, perlu dilakukan serangkaian test yang hasilnya berupa SIM. 
2. Sistem indra, bagian utama dari system syaraf yang terdiri dari sekitar dua 
ribu juta sel yang saling berhubungan, terletak didalam dan dilindungi 
oleh tengkorak dan tulang. Komunikasi antara sel dan syaraf harus 
dipelihara pada semua tingkatan antara sel-sel individu yang dihubungkan 
oleh serat yang panjang. Berbagai bagian dari otak manusia berhubungan 
dengan tugas khusus, misalnya penglihatan, pendengaran, kemampuan 
mengingat, koordinasikan gerakan, rasa dan indra penciuma, dan melalui 
hubungan dengan tulang-tulang, mengendalikan gerakan lengan, bagian-
bagian tubuh utama dan kaki. 
3. Penglihatan, mata adalah indra terpenting bagi pemakai jalan. Reaksi yang 
dihasilkan oleh gelombang cahaya pada retina dan memungkinkan 
seseorang untuk membedakan ukuran, bentuk, warna, jarak dan kecepatan 
melalui persepsi dari lingkungan sekitarnya. Perbedaan jari-jari mata juga 
memberikan pengaruh kondisi terhadap penglihatan, akan tetapi hal ini 
dan juga kondisi-kondisi kerusakan lain dapat diperbaiki dengan alat 
optik. 
4. Pendengaran, telinga adalah organ persepsi yang menerima suara. 
Sementara seorang bereaksi terhadap rangsangan suara lebih cepat dari 
cahaya, pendengaran pada umumnya kurang penting bagi pemakai jalan. 
Akan tetapi suara gesekan ban dengan perkerasan jalan, angin, suara 
mesin, klakson dan suara lalu lintas yang lain merupakan indikator 
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tambahan yang berguna khususnya bagi pejalan kaki berusia lanjut yang 
mungkin mengandalkan kemampuan mendengar dari pada melihat, 
khususnya pada malam hari. 
5. Indera-indera lain, syaraf-syaraf termal bereaksi terhadap kondisi 
lingkungan dan klimatik, sedangkan syaraf taktil penting dalam 
perencanaan ergonomik sakelar-sakelar pengendali. Akhirnya rasa sakit 
dapat mempunyai pengaruh penting terhadap syaraf-syaraf lain dan juga 
dapat pula menyebabkan kecelakaan. Hal tersebut dapat terjadi pada 
kondisi seperti lingkungan yang terlalu panas, flu dan silau,. Lingkungan 
harus berada pada batas-batas operasi yang compatible, jika kemampuan 
mengemudi ingin dipertahankan pada kondisi normal selama mengemudi. 
6. Fakor-faktor yang mempengaruhi kinerja mengemudi, berbagai faktor 
yang mempengaruhi karakteristik psikologi dasar pengendara dan dapat 
mempengaruhi secara tetap atau sementara. Contoh dari tetap adalah 
umur, cacat atau penyakit yang menyebabkan penurunan kemapuan fisik 
secara permanen. Faktor  yang mempengaruhi kinerja mngemudi yaitu: 
a) Kelelahan, dapat ditunjukkan dalam dua bentuk yang berbeda yaitu 
fisik dan mental. Kelelahan fisik seringkali berkaitan dengan kurang 
tidur, postur yang tidak benar disebabkan oleh kindisi sakit dan 
gerakan otot yang salah, mengantuk disebabkan oleh panas kendaraan, 
getaran ritmis, silau dari ketidakmampuan mata untuk menyesuaikan 
terhadap tingkat cahaya yang berbeda dan dikenal sebagai adaptasi 
yang jelek. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kesalahan-
kesalahan sehingga kehilangan kontrol atas kendaraan. 
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Yang kedua, kelelahan oprasional atau kehilangan keterampilan sangat 
mempengaruhi kinerja jika menemui tugas mengemudi yang 
kompleks, terutama untuk waktu yang terlalu lama. Kelelahan dapat 
menyebabkan seseorang pengendara tidak melihat tanda-tanda lalu 
lintas, berbelok sebelum ada tanda, salah mengantisipasi ruangan dan 
waktu atau terlambat berbelok pada tikungan yang tajam. 
b) Alkohol dan obat, alkohol dan obat-obat tertentu dapat 
menyebabkan tekanan pada sistem syaraf  sentral. Jumlah yang 
berlebihan mempengaruhi perhatian dan penilaian, 
memperpanjang otot dan saraf-saraf sehingga tidak mampu 
melaksanakan tugas mengemudi yang sederhana sekalipun. Obat-
obat yang mempengaruhi kemampuan mengambil keputusan dan 
mengendalikan kendaraan.  
c) Sakit, rasa sakit seperti demam sangat menggangu tingkat emosi 
dan fisik yang menyebabkan kinerja yang tidak sempurna 
cendrung mengalami kecelakaan. 
d) Cuaca, perubahan situasi normal dapat terjadi berkaitan dengan 
kondisi eksternal seperti cuaca. Dingin dan panas yang berlebihan 
dapat mempengaruhi tempramen tetapi hal ini dapat diatasi dengan 
rancangan kendaraan yang memnuhi syarat. 
e) Postur, posisi pengemudi didalam kendaraan harus 
dipertimbangkan pada perancangan aline jalan dan letak 




7. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu: 
a) Motivasi merupakan faktor penting didalam penetuan aktivitas 
manusia. Untuk perjalanan tertentu, seorang pemakai jalan pada 
umumnya mempunyai obyek pandangan yang mempengaruhi 
perilakunya. Karakteristik mengemudi sebuah keluarga yang 
berkendara dijalan luar kota akan berbeda dengan seorang 
pengusaha yang terperangkap dalam kemacetan dan terlambat 
mengikuti pertemuan penting. Yang ditimbulkan dengan motivasi 
yang berbeda harus dipertimbangkan secara rinci oleh seorang 
perencana didalam merencanakan tata ruang kota jika semua jenis 
perjalanan perlu aman dan nyaman. 
b) Pengaruh lingkungan, faktor lingkungan berkaitan dengan 
motivasi perjalanan. Pergerakan perjalanan atau lalu lintas yang 
lancar dan teratur baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan, 
merupakan angan-angan terbaik untuk melakukan perjalanan.  
c) Pendidikan, hasil yang nyata dan program pendidikan yang baik 
telah banyak dikurangi sementara baik dan buruk dapat dipelajari 
dengan fasilitas yang sama, sangat sulit untuk menghilangkan 
perilaku yang buruk. Berbagai kegagalan didalam pemakaian 
fasilitas perjalanan dan penyebab kecelakaan dapat dikaitkan 
dengan ketidak mengertian situasi. 
b.  Kendaraan 
  Faktor kedua yang mempengaruhi arus lalu lintas dalah kendaraan, 
kendaraan yang berada dijalan mempunyai berbagai bentuk, ukuran dan 
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kemampuan dimana hal ini disebabkan masing-masing kendaraan direncanakan 
untuk suatu maksud kegunaan tertentu.  Beberapa pritanjauan terhadap faktor 
kendaraan diantaranya: 
1. Kemampuan pandangan, setiap gangguan yang ditimbulkan oleh bentuk 
kendaraan terhadap daerah pandangan perlu ditekan sekecil mungkin. Ada 
berbagai macam pandangan diantaranya: 
a) Pandangan ke depan, perbaikan yang cukup berarti telah dicapai pada 
perancangan kendaraan untuk meningkatkan kemapuan pada cuaca 
normal. Tiang pintu kendaraan seringkali menghalangi pandangan 
terhadap pejalan kaki, pengendara sepeda atau kendaraan lain. 
b) Pandangan ke samping belakang, pandangan kesamping penting bagi 
pengendara kendaraan jika ingin melakukan gerakan memutar. 
Pandangan kebelakang kecuali pada saat memarkir, harus dapat 
dilakukan dengan cermin internal dn eksternal untuk menetukan area 
pandangan terbaik. 
2. Perlampuan, lampu kendaraan mempunyai dua persyaratan utama yaitu: 
a) Dapat menginformasikan secara jelas atas adanya kendaraan kepada 
orang lain dari berbagai sudut tanpa menimbulkan ketidaknyamanan 
akibat silau bagi orang-orang yang melihatnya. 
b) Dapat memungkinkan pengemudi melihat area pandangan yang terterangi 
oleh lampu sesuai dengan kecepatan kendaraan dan kondisi jalan setiap 
waktu. 
3. Dimensi dan berat kendaraan, ukuran dan berat kendaraan merupakan 
pertimbangan penting dalam perancangan jalan, persimpangan dan fasilitas 
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parkir. Dalam arus lalu lintas terdapat berbagai kategori kendaraan dengan 
berbagai perbedaan dimensi. 
4. Kinerja kendaraan, terdiri dari tahanan (resistance), tahanan inersia (inertia 
resistance), tahanan gelinding, tahanan udara, tahanan kelandaian, tahanan 
mesin, dan tahan rem. 
3. Masalah-masalah lalu lintas. 
Rekayasa lalu lintas dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang 
ditimbulkan akibat pertumbuhan lalu lintas tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun 
meningkatkan akan kebutuhan prasarananya. Masalah-masalah yang timbul  akibat 
adanya pertumbuhan jumlah kendaran yaitu: 
a. Masalah lingkungan, timbul dampak yang merugikan dengan adanya 
polusi udara, suara, air, dan lain-lain. Baik sebagai akibat kendaraan 
maupun pabrik pembuatannya. 
b. Bahan bakar, bertambahnya jumlah kendaraan dijalan menuntut pula 
pertumbuhan pemakaian bahan bakar. Bahan bakar pada umumnya 
diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga jualnya sehingga 
pemakaian bahan bakar yang berlebihan akan menghabiskan devisa 
Negara. 
c. Kecelakaan, jumlah kecelakaan baik yang ringan maupun yang fatal akan 
bertambah sebagai konsekuensi pertumbuhan kendaraan. 
d. Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan 
kemapuan jalan untuk menampungnya akan menimbulkan kemacetan 




e. Lain-lain, pertumbuhan jumlah kendaraan akan berakibat pada kebutuhan 
tempat parkir, pertambahan alat pengatur lalu lintas, meningkatnya 
pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM, dan lain-lain. 
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5. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas. 
Tabel 1 
Jenis pelanggaran lalu lintas serta denda maksimal untuk setiap pelanggar 




















1.  Setiap orang Mengakibatkan gangguan 
pada: fungsi rambu lalu 
lintas, marka jalan, alat 
pemberi isyarat lalu lintas, 
fasilitas pejalan kaki, dan 
alat pengaman pengguna 
jalan 
Pasal 275 




2. Setiap pengguna 
jalan 
Tidak mematuhi perintah 
yang diberikan oleh 
petugas polri sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 104 
ayat (3), yaitu dalam 
keadaan tertentu untuk 
ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas wajib untuk 









3. Setiap pengemudi Tidak dapat menunjukkan Pasal 228 250.00,00 
                                                          
13
Alik Ansyori Alansyah, Rekayasa Lalu Lintas, h. 4-5. 
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(tidak bawa SIM) SIM ayat (2) jo 
pasal 106 
ayat (5) b 




bermotor di jalan, tidak 
memiliki SIM 




5.  Setiap pengemudi 
(STNK atau 
STCK tidah sah) 
Kendaraan bermotor tidak 
dilengkapi dengan STNK 
atau STCK yang 
ditetapkan Polri 
Pasal 288 
ayat (1) jo 
106 ayat (5) 
a 
500.000,00 
6. Setiap pengemudi 
( TNKB tidak sah) 
Kendaraan bermotor tidak 
dipasangi Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh polri 









Kendaraan bermotor di 
jalan dipasangi 
perlengkapan yang dapat 
menggangu keselamatan 
berlalu lintas antara lain: 
bumper tanduk dan lampu 
menyilaukan 
Pasal 279 jo 
pasal 58 
500.000,00 
8.  Setiap pengemudi  
(sabuk 
keselamatan) 
Tidak mengenakan sabuk 
keselamatan 




9. Setiap pengemudi 
(lampu utama 
malam hari) 
Tanpa menyalakan lampu 
utama pada malam hari 
dan kondisis tertentu 
Pasal 293 















ayat (6) jo 
pasal 106 
ayat (4) h 
250.00,00 





yang tidak dilengkapi  
dengan rumah-rumah, 
tidak mengenakan sabuk 
keselamatan dan tidak 
mengenakan helm 




12. Setiap pegemudi 
(gerakan lalu 
Melanggar aturan gerakan 
lalu lintas atau tata cara 
Pasal 287 




lintas) berhenti dan parkir pasal 106 
ayat (4) e 




Melanggar aturan batas 
kecepatan paling tinggi 
atau paling rendah 
Pasal 287 
ayat (5) jo 
pasal 106 




14. Setiap pengemudi 
(membelok atau 
berbalik arah) 
Tidak memberikan isyarat 
dengan lampu penunjuk 
arah atau isyarat tangan 
saat akan berbelok atau 
berbalik arah 




15. Setiap pengemudi 
(berpindah lajur 
atau bergerak ke 
samping) 
Tidak memberikan isyarat 
saat akan berpindah lajur 
atau bergerak kesamping 




16. Setiap pengemudi 
(melanggar rambu 
atau marka) 
Melanggar aturan atau 
perintah atau larangan 
yang dinyatakan dengan 





ayat (4) a 
dan pasal 
106 ayat (4) 
b 
500.000,00 
17. Setiap pengemudi 
(melanggar apill 
atau trafficlight) 
Melanggar aturan perintah 
atau larangan yang 
dinyatakan dengan alat 
pemberi isyarat lalu lintas 
Pasal 287 





18. Setiap pengemudi 
(mengemudi tidak 
wajar) 
-Melakukan kegiatan lain 
saat mengemudi 




mengemudi di jalan 








bermotor pada pelintasan 
antara kereta api di jalan. 
Tidak berhenti ketika 
sinyal sudah berbunyi, 
palang pintu kereta api 
Pasal 296 jo 




sudah mulai ditutup, 
dan/atau ada isyarat lain 
20. Setiap pengemudi 
(berhenti dalam 
keadaan darurat) 
Tidak memasang segi tiga 
pengaman, lampu isyarat 
peringatan bahaya, atau 
isyarat lain pada saat 
berhenti atau parkir dalam 
keadaan darurat di jalan 








Tidak memberi prioritas 
jalan bagi kendaraan 
bermotor memiliki hak 
utama yang menggunakan 
alat peringatan dengan 
bunyi dan sinar dan/atau 
yang dikawal oleh petugas 
Polri seperti: 
-Kendaraan pemadam 
kebakaran yang sedang 
melaksanakan tugas, 
-Ambulance yang sedang 
mengangkut orang sakit, 
-Kendaraan utuk 
memberikan pertolongan 





-Kendaraan pimpinan dan 
pejabat Negara asing serta 
lembaga internasional 





kendaraan untuk petugas 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  
Pasal 287 
ayat (5) jo 
pasal 59 dan 
pasal 106 





22. Setiap pengemudi  
(hak pejalan kaki 
atau pesepeda) 
Tidak mengutamakan 
keselamtan pejalan kaki 
atau pesepeda 






23. Pengemudi ranmor 




Ranmor tidak dilengkapi 
dengan: ban cadangan, 
segitiga pengaman, 
dongkrak pembuka roda 
dan peralatan pertolongan 
pertama pada kecelakaan 




24. Pengemudi ranmor 




penumpang yang duduk 
disamping pengemudi 
tidak mengenakan sabuk 
keselamtan 




25. Pengemudi ranmor 







keselamatan dan helm 




26. Pengemudi ranmor 
roda empat atau 
lebih (persyaratan 
teknis) 
Ranmor tidak memenuhi 
persyaratan teknis meliputi 
kaca spion, klakson, lampu 
utama, lampu mundur, 
lampu tanda batas dimesin 
badan kendaraan, lampu 
gandengan, lampu rem, 
lampu penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, 
kedalaman alur ban, kaca 





ayat (2) jo 
pasal 106 




27. Pengemudi ranmor 
roda empat atau 
lebih (persayaratan 
baik jalan) 
Ranmor tidak memenuhi 
persyaratan baik  jalan 
sekurang-kurangnya 
meliputi: 
-Emisi gas buang, 
-Kebisingan udara, 
-Efesien sistem rem utama, 
-Efesien sistem rem parkir, 
-Kincup roda depan, 
-Suara klakson, 
-Daya pancar dan arah 
Pasal 286 jo 
pasal 106 






sinar lampu utama, 
-Radius putar, 
-Akurasi alat petunjuk 
kecepatan, 
-Kesesuain kinerja roda 
dan kondisi ban, 








Tidak mengenakan sabuk 
keselamatan 









Ranmor tidak dilengkapi 
dengan surat keterangan 
uji berkala 
Pasal 288 
ayat (3) jo 
pasal 106 










umum dalam trayek tidak 
singgah di terminal 







(tanpa izin dalam 
trayek) 
Tidak memiliki izin dalam 
menyelenggarakan 













Menyimpang dari izin 
yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 173 
Pasal 308 c 






Tidak menggunakan jalur 
yang telah ditentukan atau 
tidak menggunakan lajur 
paling kiri kecuali saat 
Pasal 300 b 
jo pasal 124 



















Pasal 300 b 
jo pasal 124 













Tidak berhenti selain di 





melewati jaringan jalan 
selain yang ditentukan 
dalam izin trayek 









Tidak menutup pintu 
kendaraan selama berjalan 
Pasal 300 c 
jo pasal 124 








Kendaraan angkutan orang 
dengan tujuan tertentu, tapi 
menaikan atau 
menurunkan penumpang 
lain disepanjang perjalanan 
atau menggunakan 
kendaraan angkutan tidak 
sesuai dengan angkutan 
untuk keperluan lain 




37. Pengemudi bus Ranmor bus tidak 
dilengkapi dengan surat uji 
berkala dan tanda lulus uji 
berkala  
Pasal 288 
ayat (3) jo 
pasal 106 





Ranmor dan/atau kereta 
gandengannya atau kereta 
tempelannya tidak 
Pasal 288 





dilengkapi dengan Surat 
Keterangan Uji Berkala 
dan tanda lulus uji berkala 





jaringan jalan sesuai 
dengan kelas jalan yang 
ditentukan 







Mobil barang untuk 
mengangkut orang tanpa 
alas an 
Pasal 303 jo 
pasal 137 







Membawa muatan, tidak 
dilengkapi surat muatan 
dokumen perjalanan 






barang (tata cara 
pemuatan barang) 
Tidak mematuhi ketentuan 
mengenai tata cara 
pemuatan, daya angkut, 
dimensi kendaraan 






barang (buku uji) 
Ranmor dan/atau kereta 
gandengnya atau kereta 
tempelannya tidak 
dilengkapi dengan Surat 
Keterangan Uji Berkala 
dan tanda lulus uji berkala 
Pasal 288 
ayat (30 jo 
pasal 106 
ayat (5) c 
500.000,00 






Tidak memenuhi ketentuan 
persyaratan keselamatan, 
pemberian tanda barang, 
parkir, bongkar, dam muat, 
waktu operasi dan 
rekomendasi dari instansi 
terkait 
Pasal 305 jo 
pasal 162 
ayat (1) a, b, 
c, d dan e 
atau f 
500.000,00 
45. Pengendara sepeda 
motor (lampu) 
Tidak menyalakan lampu 
utama pada siang hari 
Pasal 293 




46. Pengendara sepeda 
motor (helm 
standar) 








47. Pengendara sepeda 
motor (helm 
Membiarkan penumpang 
tidak mengenaka helm 
Pasal 291 




penumpang) pasal 106 
ayat (8) 
48. Pengendara sepeda 
motor (muatan) 
Tanpa kereta samping 
mengangkut penumpang 
lebih dari 1 (satu) orang 




49. Pengendara sepeda 
motor (persyaratan 
teknis dan baik 
jalan) 
Tidak memenuhi 
persyaratan  teknis dan 
baik jalan meliputi kaca 
spion, klakson, lampu 
utama, lampu rem, lampu 
penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, 
knalpot, dan kedalaman 
alur ban 
Pasal 285 
ayat (1) jo 
pasal 106 
ayat (3) dan 
pasal 48 














-Menggunakan jalur jalan 
kendaraan bermotor, 
sedangkan telah 
disediakan jalur jalan 
khusus bagi kendaraan 
tidak bermotor.  
Pasal 299 jo 
pasal 122 a, 
b, dan c. 
100.000,00. 
Sumber Data: UU NO.22 Tahun 2009 yang diolah 
5.  Penegakan hukum lalu lintas. 
a. Defenisi penegakan hukum lalu lintas  
  Penegakan hukum lalu lintas diartikan tindakan polisi atau jabatan lain yang 
mempunyai kekuasaan kepolisian dibidang lalu lintas jalan untuk menjaga agar 
perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.
14
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b. Proses penegakan hukum lalu lintas 
1. Menemukan pelanggaran  
 Polisi yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas harus melihat 
kepada kesalahan-kesalahan yang nyata dari pemakai jalan, kendaraan 
maupun perlengkapannya. Apa yang harus ditelitinya dan bagaimana 
menelitinya adalah sangat penting bagi anggota polisi dalam melaksanakan 
tugasnya. 
 Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan pada pasal 264 yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor di 
jalan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15
 
2. Menangkap pelanggar 
 Jika anggota polisi melihat suatu pelanggaran yang nyata, maka harus 
segera diadakan tindakan yang cepat agar pelanggar tersebut tidak 
menimbulkan bahaya. 
3. Penuntutan ke muka pengadilan  
Para pelanggaran yang diajukan ke muka pengadilan diperiksa oleh 
hakim. Fungsi ini termaksud fungsi dari kehakiman akan tetapi tidak akan 
dapat dilaksanakan jika tidak dengan bantuan dari polisi. Tata cara 
penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 267, 
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Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan, h. 132. 
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pasal 268, serta pasal 269. Selain itu diatur juga dalam KUHAP pasal 205 
yang menjelaskan tentang acara pemeriksaan cepat yang biasanya 
dilaksanakan pada sidang pelanggaran lalu lintas. 
4. Putusan hakim 
Jika pelanggar salah atau tidak bersalah maka hakim memberikan 
putusan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonensia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Seorang hakim harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang 
cukup luas, bukan sekedar menguasai peraturan-peraturan hukum yang 
tertuang dalam berbagai perundang-undangan. Tugas hakim adalah mengadili 




Sebagai akibat dari kesalahan maka pelanggar mendapat hukuman. Ini 
dapat diartikan sebagai tindakan koreksi atas kesalahan yang diperbuat oleh 
pemakai jalan karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 




a. Pidana kurungan, dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana 
penjara yaitu: 
1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak, 
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2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, 
dan tidak mengenal minimum khusus. maksimum umum pidana penjara 
15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi 
maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat 
diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum penjara 
maupun pidana kurungan sama 1 hari. Maksimum khusus disebutkan pada 
setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama 
bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya 
tindak pidana yang bersangkutan, 
3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk 
menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu narapidana kurungan lebih 
ringan dari pada narapidana penjara, 
4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana 
kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (pasal 28), 
5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana 
ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan 
tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan 
mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan 
terpidana kedalam lembaga permasyarakatan. 
b. Pidana denda, pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik 
sebagai alternatif pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap 
jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Ada beberapa 
keistimewaan dari pidana denda dibandingkan dengan pidana lainnya yaitu: 
35 
 
1) Dalam hal pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan 
atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya 
kemungkinan seperti ini tidak biasa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan 
pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat 
yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus 
bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya. 
2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalakan pidana 
kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2). Dalam putusan 
hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan 
pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaanya, dalam arti jika denda 
tidak dibayar maka wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. 
Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurunga pengganti 
denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan. 
3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada 
hanyalah minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga ribu 
rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu maksimum khususnya ditentukan 
pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
6. Penegakan hukum perspektif hukum Islam. 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama 
Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Alah, tidak hanya mengatur 
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Allah SWT memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam penegakan 
hukum dalam memutuskan perkara diantara manusia sebagai pencari keadilan. 
Penegak hukum itu hendaknya berlaku adil dalam memutuskan perkara, dan dilarang 
memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya.
19
 Hal ini sesuai dengan QS Al-
Nisa/4: 58 
                          
                          
    
Terjemahan: 
“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.”20 
 Ayat tesebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh 
seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia 
tidak boleh menghakimi tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah 
Allah SWT. Keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara 
relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku di hadapan manusia semata–mata 
didasarkan kepada kebenaran yang hakiki. Jika pertimbangan keadilan ini dipegang 
oleh tangan orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan sebagaimna yang 
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Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
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telah ditetapkan oleh Allah SWT dan ia takut melanggar keadilan serta selalu 
menjaga kebenciannya, ia akan selalu mendapat perlindungan dari Allah.
21
 
 Dalam proses penyelesaian suatu perkara diperlukan kesaksian dari dua orang 
saksi yang adil. Jika perkara tersebut menyangkut perkara terhadap seseorang yang 
diduga melakukan zina, diperlukan empat orang saksi yang adil yang menyaksikan 
secara langsung perbuatan tersebut. Persyaratan sebagai seorang saksi adalah adil, 
beragama Islam, bebas mengeluarkan pendapat (merdeka) dan tidak terlibat dalam 
hal-hal yang dilarang oleh agama.
22
 Hal ini sesuai dengan QS Al-Nisa/4: 135 
                          
                              
                      
    
Terjemahan: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu. jika ia  kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan.”23 
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` Berkenan dengan penegakan keadilan dalam surah Al-Nisa/4: 135 ditegaskan 
bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri atau ibu 
bapak dan kaum kerabat.
24
 
Dalam penegakan hukum, bukan saja saksi yang dituntut adil, tetapi hakim 
juga dituntut berlaku adil terhadap orang yang berperkara. Hal ini sesuai dengan surat 
Amr bin Abi Syaibah yang dikirim Basrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari 
Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang diserahi tugas 
sebagai hakim maka hendaklah ia berlaku adil dalam ucapan, tindak-tanduk 
kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara 
melembutkan pada pihak lain. Demikian juga surat Umar bin al-Khatab kepada Abu 
Musa al-Asy’ari sahabat nabi Muhammad Saw yang diangkat menjadi hakim di 
Kuffah. Dalam surat itu berbunyi “ samarantakanlah manusia dalam persidangan, 
kedudukan dan keputusan sehingga tidak ada celah bagi orang terpandang yang 
menginginkan agar kamu menyeleweng dan tidak berlaku adil. Begitu pula tidak 
akan putus asa kaum yang lemah yang mendambakan keadilan darimu”. 25 
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi 
1. Pengertian SIM. 
Setiap orang pasti telah mendengar yang nama SIM. Surat berukuran panjang 
8,5 cm dan lebar 5 cm ini wajib dibawa oleh setiap orang yang mengendarai 
kendaraan sesuai dengan jenis dan golongan yang berbeda-beda. Dengan ukuran yang 
sama seperti kartu ATM dan KTP. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang 
diberikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi 
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tertentu, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil 
mengemudikan kendaraan bermotor. Kewenangan memberikan surat izin kendaraan 




SIM ditulis dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggiris. 
Maka seharusnya SIM  itu harus memuat data-data sebagai berikut: 
a. Nama pemilik, 
b. Tempat/tanggal lahir pemilik, 
c. Alamat pemilik, 
d. Pekerjaan pemilik, 
e. Tinggi badan pemilik, 
f. Tempat dan tanggal diterbitkan, 
g. Nama dan cap instansi yang menerbitkan, 
h. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan, 
i. Golongan dan nomor SIM, 
j. Jenis SIM, 
k. Tanggal akhir masa berlaku, 
l. Tanda tangan dan zidik jari pemilik, 
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Adib Bahar, Paduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK, dan BPKB (Yogyakarta: Penerbit 
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2. Fungsi SIM. 
Pada dasarnyan surat izin seperti SIM ini dikeluarkan demi ketertiban 
kendaraan atau tertib lalu lintas. Setidaknya ada beberapa fungsi diterbitkanya SIM, 
yaitu: 
a. Sebagai sarana identifikasi/jati diri seorang pengendara, 
b. Sebagai alat bukti telah menempuh ujian keterampilan teori dan mengemudi, 
c. Sebagai sarana upaya paksa, dalam hal bila terjadi pelanggaran lalu lintas, 
d. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.28 
3. Jenis-jenis SIM. 
Penggolangan SIM dirinci berdasarkan kualifikasi jenis kendaraan yang akan 
digunakan. Ada 5 golongan SIM  yang dikeluarkan oleh Polri, yaitu: 
a. Golongan SIM A 
SIM A yaitu SIM untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan 
mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang yang diperbolehkan tidak 
lebih dari 3.500 kg, 
b. Golongan SIM B I 
SIM B I yaitu SIM untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang 
mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, 
c. Golongan SIM B II 
SIM B II yaitu SIM untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan 
penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau 
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gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg 
d. Golongan SIM C 
SIM C yaitu SIM untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu 
mencapai kecepatan lebih dari 40 kilimeter per jam, 
e. Golongan DIM D 




4. Syarat-syarat permohonan SIM. 
Persyaratan permohonan sim terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Persyaratan Permohonan SIM  perseorangan 
Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), 
(3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu: 
1) Usia 
o 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, 
o 20 tahun untuk SIM B1, 
o 21 tahun untuk SIM B2. 
2) Administratif 
o Memiliki Kartu Tanda Penduduk, 
o Mengisi formulir permohonan, 
o Rumusan sidik jari. 
3) Kesehatan 
o Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter, 
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o Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. 
4) Lulus ujian 
o Ujian teori, 
o Ujian praktek dan/atau, 
o Ujian keterampilan melalui simulator.
30
 
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi 
setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan yaitu: 
1) Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 
12 (dua belas) bulan dan 
2) Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan.
31
 
b. Persyaratan Permohonan SIM  umum 
Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu: 
1) SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan 
barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg, 
2) SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang 
umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, 
3) SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau 
Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan 
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dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau 
gandengan lebih dari 1.000 kg.
32
 
Persyaratan permohonan SIM umum berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2), 
dan (3) UU No. 22 Tahun 2009: 
1) Persyaratan Usia 
o SIM A Umum 20 tahun, 
o SIM B1 Umum 22 tahun, 
o SIM B2 Umum 23 tahun. 
2) Persyaratan Khusus 
o Lulus ujian teori, 
o Lulus ujian praktik.
33
 
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009: 
1) Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-
kurangnya 12 bulan, 
2) Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A 
Umum sekurang-kurangnya 12 bulan, 
3) Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 
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D. Tinjauan Umum Tentang Keplosian Negara Republik Indonesia  
1. Pengertian Polri. 
 Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 
polisi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35
 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri.
36
   
2. Sejarah Polri. 
 Pada zaman kerajaan Majapahit, pada saat Mahapati Gajah Mada 
memimpin, dibentuk pasukan yang diberi nama Bhayangkara (pasukan pengaman) 
yang bertugas menjaga keselamatan rajadan kerajaan. Pada masa pemerintahan 
Belanda di Indonesia dibentuk Corps Polisidienaar dengan tujuan mengamankan 
kekuasaan pemerintah Belanda dari ancaman dan gangguan orang-orang pribumi. 
Pasukan ini dipersenjatai dengan maksud untuk menjaga wibawa pemerintah dan 
membina ketertiban keamanan umum. Pada saat Jepang menggantikan kekuasaan 
Belanda di Indonesia, organisasi kepolisian disusun sesuai dengan organisasi 
kepolisian Jepang. Jepang membagi wilayah kepolisian menjadi kepolisian Jawa dan 
Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatra berpusat di Bukittinggi, 
kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian untuk 
wilayah Kalimantan berpusat di Banjarmasin.
37
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 Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai hasil rapat panitia 
persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 agustus 1945, polisi 
dimasukkan kedalam lingkungan Departemen dalam Negeri dengan nama jabatan 
kepolisian. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 agustus 1945, 
secara tegas pasukan polisi segera memproklamasikan sebagai pasukan polisi 
Republik Indonesia, dipimpin oleh inspektur kelas I (Lentnan Satu) polisi 
Mochammad Jassindi Surabaya. Langkah awal dilakukan , selain mengadakan 
pembersihan senjata terhadap Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan 
semangat moral dan patriotik seluruh rakyat dan satuan-satuan bersenjata yang 
dilanda depresi akibat kekalahan perang panjang.
38
 
 Pada tanggal 1 oktober 1945, kepolisian dan kejaksaan yang sewaktu 
pendudukan jepang berada di bawah satu induk organisasi departemen kehakiman, 
dipisahkan sehingga kepolisian dimasukkan kedalam lingkungan departemen dalam 
Negeri. Maklumat pemerintah dalam ketetapannya Nomor 11/SD/1946 tanggal 25 
juni 1946 menetapkan bahwa kepolisian tidak lagi berada dalam lingkungan 
departemen dalam Negeri, tetapi langsung berada di bawah perdana mentri.  
Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1946, tugas dan tanggung jawab 
Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dimasukkan kedalam ABRI, 
sehingga sama dan sederajat dengan tiga angkatan bersenjata lainnya.
39
 
 Lahir, tumbuh, dan berkembangnya polri tidak lepas dari dari sejarah 
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Pada 
awal kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugasnya yang unik 
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dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa perang, 
Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai 
operasi militer bersama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini 
dilakukan oleh Polri, karena lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relative 
lebih lengkap. Dalam perkembangan manusia yang semakin modern dan global, Polri 
bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban dalam negeri tetapi juga terlibat 
dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional dan internasional.
40
 
 Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI pada tanggal 
1 april 1999, sebagai bagian dari proses reformasi, haruslah dipandang dan disikapi 
secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang 
professional dan dekat dengan masyarakat, serta menuju perubahan tata kehidupan 
nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera. 
Pengembangan kemampuan dan kekuatan, serta penggunaan kekuatan Polri dikelola 
sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri 
sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.
41
 
3. Fungsi dan tujuan Polri. 
 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 
pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat 
penegakan Hak Asasi  Manusia (HAM), hukum, keadilan.
42
pengemban fiungsi 
kepolisian adalah polri yang dibantu oleh: 
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a. Kepolisian khusus, yaitu instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau 
atas kuasa undang-undang  (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 
untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya. Masing-masing 
wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa kekuasaan 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukumnya. Contoh kepolisian khusus adalah balai pengawasan obat dan 
makanan (Ditjen POM Depkes), polisi khusus (polsus) kehutanan, dan polisi 
khusus dilingkungan imigrasi, 
b. Penyidik pegawai negeri sipil, 
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
Contohnya, satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengaman 
di kawasan perkantoran, atau satuan pengaman di pertokoan. Peraturan 
mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan kapolri.
43
 
 Kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketentraman masyarakata dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia 
dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan, tetapi juga hak 
masyarakat, bangsa, dan Negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
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4. Tugas dan wewenang Polri. 
 Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan 
bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum 
pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaian sendiri, yaitu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam 
bertindak dalam mempertimbangkan manfaat, resiko dari tindakannya, dan betul-
betul untuk kepentingan umum.
45
 
 Sesuai dengan UUD 1945, Polri mengemban tiga tugas utama yaitu 
penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan 
sendi-sendi masyarakat yang paling hakiki yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa 
aman yang sangat didambakan oleh rakyat. Dalam penegakan hukum, ragam dan 
kualitas kejahatan di dunia termaksud di Indonesia semakian meningkat. Ini berkaitan 
dan dipengaruhi oleh perkembangan corak kehidupan manusia, termaksud 
masyarakat internasional yang terjadi karena derasnya mobilitas manusia, barang, 
informasi, dan kecanggihan teknologi yang hadir dalam era globalisasi.  Oleh karena 
itu jajaran Polri dengan kemapuan yang semakin handal harus secara intensif dan 
gigih melawan dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut , dari kejahatan jalanan 
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(street crimes), kejahatan kerah putih, penyeludupan dan illegal logging, kejahatan 
korupsi, sampai pada kejahatan trans-nasional, termaksuk terorisme dan narkotika.
46
 
 Upaya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, langkah-
langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Polri diseluruh tanah air, yang hasil 
positifnya kian dirasakan oleh masyarakat luas, perlu terus dilanjutkan dan 
ditingkatkan, khususnya dalam pelayanan lalu lintas umum, perzinan, penyelamatan 
warga masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah bencana, serta 
perlindungan dari berbagai aksi kejahatan, kerusuhan, dan tindakan-tindakan yang 
anarkis.
47
 Secara umum, polri memiliki tugas pokok yaitu: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, 
b. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan, 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan, 
d. Turut serta dalam membina hukum nasional,  
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa, 
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana,  
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan petugas 
kepolisian, yaitu untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan 
identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka 
pelaksaanaan fungsi kepolisian, 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termaksud memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisian, 
l. Melaksakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.48 




a. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, polri secara umum berwenang: 
1) Menerima laporan dan/atau pengaduan, 
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2) Membantu menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat yang berpotensi 
menggangu ketertiban umum, 
3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya masyarakat, seperti pengemisan 
dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan 
narkotika, permabukan, perdagangan manusia, penghisap/praktik lintah 
darat, serta pungutan liar, 
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu semua aliran atau paham yang dapat 
menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, 
seperti aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara 
Republik Indonesia, 
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administrative kepolisian, 
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan, yaitu upaya paksa dan/atau tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tertib dan 
tegaknya hukum. Serta terbinanya ketentraman masyarakat. 
7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 
8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, 
9) Mencari keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan proses pidana 
atau dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya, 
10) Menyelengarakan pusat informasi Kriminal Nasional, yaitu sistem jaringan 
dari dokumentasi criminal yang memuat data kejahatan, kecelakaan, dan 
pelanggaran lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi lalu lintas, 
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11) Mengeluarkan surat izin  dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat atas dasar yang berkepentingan, 
12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat berdasarkan 
permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat, 
13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu atas 
barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Polri 
atau masyarakat yang diberikan kepada Polri. 
b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, wewenang Polri yaitu: 
1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum, yaitu 
keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan 
umum, serta kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan 
keamanan umum, seperti dalam pasal 495 ayat (1), 500, 501 ayat (2), dan 
502 ayat (1) KUHP, 
2) Menyelengarakan registrasi dan identifikasi kendaraan motor, 
3) Memberikan SIM kendaraan bermotor, 
4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, yaitu kegiatan politik 
sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang politik, seperti kegiatan 
kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamphlet, 
dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada 
umum, 
5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 
dan senjata tajam, yaitu senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata 
pemukul yang tidak termaksud barang-barang yang nyata-nyata 
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dipergunakan pertanian, pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan 
melakukan pekerjaan yang sah, nyata untuk tujuan barang pusaka, barang 
kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
12/Drt/1951, 
6) Memberikan izin oprasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 
usaha di bidang jasa pengamanan, 
7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 
petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, 
8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan 
memberantas kejahatan internasional, yaitu kejahatan tertentu yang 
disepakati untuk ditanggulangi antar negara, seperti kejahatan narkotika, 
uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia, 
9) Melakukan pengawasan funsional kepolisian terhadap orang asing yang 
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, 
10)Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional dengan terkait oleh ketentuan hukum internasional,baik 
perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral, 
11)Melaksanakan kewenangan lain yang termaksuk dalam lingkup tugas 
kepolisian. 
c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, wewenang 
polri yaitu: 
1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, 
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2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan sebagai bentuk pengamanan tempat 
kejadian perkara dan barang bukti, 
3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan, 
4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menanyakan, dan memeriksa 
tanda pengenal diri yang dalam pelaksanaannya anggota polri wajib 
menunjukkan identitasnya, 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi, 
7) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara, 
8) Mengadakan penghentian penyidikan, 
9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, termaksud tersangka 
dan barang buktinya, 
10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 







E. Kerangka Konseptual 
 














Pasal 281 jo 77 ayat (1) UU No.22 
Tahun 2009 
Masyarakat  
Penerapan pasal 281jo 
pasal 77 ayat (1) 
Faktor pendukung 





A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah gabungan jenis 
penelitian yaitu penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah 
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, 
dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian empiris yaitu penelitian yang 
melihat pelaksanaan hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di 
masyarakat. 
2. Lokasi penelitian. 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Polrestabes 
Makassar dengan alasan efisien dan efektif, serta di lokasi ini banyak ditemukan 
kasus  pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. 
B. Pendekatan Penelitian  
Jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu: 
1. Pendekatan Sosiologis (sosiological approach) yaitu pendekatan yang 
digunakan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan 
hukum. 
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang 
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran 




C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data 
sekunder. 
1. Data primer, yaitu data terkait dengan masalah-masalah yang diteliti yang 
diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan beberapa informan.  
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu perundang-
undangan, buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dan 
membangun penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan 
penelitian ini terdiri dari: 
a) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum 
mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada 
hubungannya dengan permasalahan ini. 
b) Bahan Hukum Sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer, atau 
bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian. 
c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan penelitian yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
seperti Kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan penulisan 
skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data  
1. Wawancara. 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam. 
Wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatan 





Dokumentasi, yaitu dokumen yang berisi data tentang jumlah pelanggaran. 
Yang pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, 
surat kabar, majalah, agenda, laporan penelitian  dan dokumen resmi.
1
 Dokumen 
yang digunakan dalam peneliti ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan lalu 
lintas dan hukum Islam. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dan informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 
penelitian. 
1. Pedoman wawancara yang dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan untuk 
wawancara. 
2. Buku catatan dan alat tulis yakni alat yang digunakan untuk mencatat 
percakapan dengan sumber data. 
3. Kamera berfungsi untuk memotret peneliti ketika sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data. 
Setelah data data terkumpul baik yang diperoleh dari data studi kepustakaan, 
studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah 
dengan cara: 
a) Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti mengenai 
kelengkapannya, kejelasannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan 
kesalahan. 
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b) Sistematisasi,yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 
tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. 
2. Analisis Data. 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis penelitian yang bersifat deskriftif kualitatif, artinya berusaha 
memaparkan data dengan menguraikan dan menganalisis secara jelas dan apa adanya 
mengenai obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan 
dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan 
permasalahan yang dikaji. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, peneliti dituntut 
meningkatka ketekunan dalam peneliti. Pengamatan yang cermat dan 
berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Perpanjangan 
keikutsertaan yaitu kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif 
membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.
2
 
Ketekunan penelitian yaitu peneliti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau 
tidak sesuai. 
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Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan atau pengecekan terhadap sumber 
data.
3
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Polrestabes Makassar 
 Secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan namun untuk 
wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 polsek dari 14 
kecamatan dan 142 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan ketinggian kota 
Makassar bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara 
antara 20
0 
celcius sampai dengan 32
0 
celcius. Polri sebagai institusi Negara yang 
bertugas memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan 
pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat 
mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan 
strategi terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama 
meliputi peace, demokrasi, dan prosperty dalam mewujudkan Indonesia lebih aman, 
damai, adil, demokrasi dan sejahtera. 
 Dengan membandingkan jumlah penduduk yang berdomisili 1.612.413 dan 
penduduk yang bekerja di kota Makassar sejumlah 1.009.396 sehingga jumlah 
keseluruhan sebanyak 2.621.809 serta jumlah personil rill Polrestabes Makassar 
2.185 orang. Perbandingan 1:1.200 yang artinya 1 (satu) orang polisi harus melayani, 
melindungi dan mengayomi sebanyak 1.200 orang penduduk, dengan harapan tetap 
terciptanya situasi kotimbas yang kondusif walaupun di kota Makassar memiliki 
tingkat kerawanan yang tinggi namun dapat di antisipasi atas kerja sama dengan 
pemerintah setempat, masyarakat, dan TNI.
1
 
 Seiring berlakunya UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi 
Publik (KIP), Polrestabes Makassar beserta jajarannya melalui Humas Polrestabes 
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Makassar, telah menyiapkn fasilitas untuk membantu masyarakat yang dating secara 
langsung untuk mengakses informasi sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 
Tahun 2008 atau informasi lain bersifat Real Time, peristiwa penting maupun 
penjelasan dari pejabat Polri Polrestabes Makassar serta menyediakan fasilitas 
interaktif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Polrestabes hadir seiring kebutuhan dan harapan masyarakat akan informasi dan 















B. Penarapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) Terhadap Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Di Wilayah Hukum  Polrestabes Makassar 
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mulai diterapkan di Kota 
Makassar pada saat disahkan oleh Presiden RI tertanggal 21 Juni 2009, setelah 
melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, maka mulai 22 september 
2009 peraturan dalam UU LLAJ dinyatakan mulai berlaku. 
Dalam UU LLAJ salah satu bentuk kewajiban lalu lintas adalah memiliki 
SIM bagi pengendara kendaraan bermotor yang ketentuan pidananya dirumuskan 
dalam Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ dengan ancaman pidana kurungan  
paling lama 4 bulan atau denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2
 Dalam kasus 
pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM, lebih 
banyak memilih pidana denda dibandingkan dengan pidana kurungan sesuai dengan 
hasil wawancara dengan bapak Cenning Budiana, S.H. M.H yakni hakim Pengadilan 
Negeri Makassar.
3
 Berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Kepala 
Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar 
hukuman yang biasa diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
memiliki SIM yaitu dengan penyitaan kendaraan.
4
 Akan tetapi dampak hukuman 
yang diberikan terhadap pelanggar bisa membuat pelanggar jadi sadar dan pelanggar 
tetap tidak sadar dan tetap melakukan pelanggaran lalu lintas yang lain hal ini sesuai 
hasil wawancara dengan bapak Syahrul Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha 
Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar.
5
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahrul Kepala Urusan Administrasi 
dan Tata Usaha Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar setiap pengendara bermotor 
wajib memiliki SIM sesuai ketetapan  UU LLAJ tertanggal 29 september 2009.
6
 
Akan tetapi, faktanya sampai saat ini, kewajiban pengendara kendaraan bermotor 
memiliki SIM belum efektif berlaku di Kota Makassar. Ini dapat dilihat dari masih 
banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, hal ini 
dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap 
keberlakuan peraturan ini.  
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah didapat penulis  dari 
Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, maka penulis dapat 
menunjukkan beberapa hasil yang didasarkan pada laporan masuk yang diterima oleh 
Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar untuk menggambarkan 
jumlah pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
memiliki SIM , penulis rangkum dalam tabel berikut : 
Tabel 2 













7833 24 272 3222 2500 1815 
Sumber : Polrestabes Makassar Maret 2014 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar. Total pelanggaran 7.833 kasus 
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diantaranya berjumlah 24 pelanggaran yang dilakukan oleh anak SD, 272 
pelanggaran yang dilakukan oleh anak SLTP, 3.222 pelanggaran yang dilakukan oleh 
anak SLTA, 2.500 pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi PT, 1.815 
pelanggaran yang  dilakukan oleh lain-lain yang terjadi di wilayah hukum 
Polrestabes Makassar selama setahun terakhir tahun 2014-2015. 
Tabel 3 













9.520 121 703 4.533 3.098 1.065 
Sumber : Polrestabes Makassar Maret 2015 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar. Total pelanggaran 9.520 kasus 
diantaranya berjumlah 121 pelanggaran yang dilakukan oleh anak SD, 703 
pelanggaran yang dilakukan oleh anak SLTP, 4.533 pelanggaran yang dilakukan oleh 
anak SLTA, 3.095 pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa PT, 1.065 
pelanggaran yang dilakukan oleh lain-lain yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes 
























12.619 272 1.224 5.103 4.114 1906 
Sumber : Polrestabes Makassar 2016 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar. Total pelanggaran 12.619 kasus 
diantaranya 272 pelanggaran yang dilakukan oleh anak SD, 1.224 pelanggaran yang 
dilakukan oleh anak SLTP, 5.103 pelanggaran yang dilakukan oleh SLTA, 4.114 
yang dilakukan oleh mahasiswa PT, dan 1.906 pelanggaran yang dilakukan oleh lain-
lain yang terjadi di kawasan hukum Polrestabes Makassar pada tahun 2016. 
Pada tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan perkembangan pelanggaran lalu lintas 
pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan berkisar 20% setiap tahunya. Kasus 
pelanggaran lalu lintas pada tahun 2014 yakni 7.833 kasus, pada tahun 2015  
berjumlah 9.520 kasus dan pada tahun 2016 yakni 12.619 kasus pelanggaran lalu 
lintas. Pada umumnya pelanggaraan banyak dilakukan anak-anak dibawah umur dan 
pengendara yang paling banyak melakukan pelanggaran yaitu pengendara sepeda 
motor sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Kepala Urusan 
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Sumber : Pengadilan Negeri Makassar 2014-2016 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar. Pelanggaran tahun 2014 sebanyak 5.283, 
pelanggaran tahun 2015 sebanyak 7.583, dan pelanggaran tahun 2016 sebanyak 
10.619. Total pelanggaran yang terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 
sebanyak 23.485.  
Tabel 6 
Jumlah kasus pelanggaran di wilayah hukum Polrestabes Makassar tahun 
2014-2016 
 
No Tahun Data Polrestabes 
Makassar 
Data Pengadilan 
Negeri Makassar  
Sisa 
1. 2014 7.833 5.283 2.550 
2. 2015 9.520 7.583 1.937 
3. 2016 12.619 10.619 2.000 
Sumber data dari Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar  
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat kota Makassar. Tahun 2014 sebanyak 7.833 dari 
Polrestabes  Makassar, 5.283 dari Pengadilan Negeri Makassar dan 2.550 sisa. Tahun 
2015 sebanyak 9.520 dari Polrestabes Makassar, 7.583 dari pengadilan Negeri 
Makassar dan 1.937 sisa. Tahun 2016 sebanyak 12.619 dari Polrestabes Makassar, 
10.619 dari Pengadilan Negeri Makassar dan 2.000 sisa. Seperti yang telah dikatakan 
oleh bapak Syahrul bahwa yang paling banyak melakukan pelanggran lalu lintas 
adalah anak dibawah umur dan penyelesaiannya secara kekeluargaan
8
. Anak yang 
melakukan pelanggaran lalu lintas tidak sampai kepengadilan sesuai dengan hasil 




Berdasarkan olah data diatas yang telah didapat dari lokasi penelitian yakni 
Polretabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar , penulis dapat menyimpulkan 
bahwa efektivitas penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar belum efektif 
dikarenakan jumlah pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dari 
tahun 2014 sampai 2016 meningkat.  
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 
(1) Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar 
Pada dasarnya penerapan merupakan suatu perbuatan memperaktekkan suatu 
teori, metode, aturan, dan hal lain untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah 
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan 
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hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh 
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.
10
 Jadi, untuk mengetahui 
penerapan aturan hukum mengenai kewajiban memiliki SIM dalam UU LLAJ, maka 
yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh 
masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum 
tersebut.  
Olehnya itu penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 
UU LLAJ yang berkaitan ketentuan pengendara kendaraan bermotor di wilayah 
hukum polrestabes Makassar. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang 
Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari 
norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu 
negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. 
Mengenai faktor hukum dalam hal ini diambil dari ancaman sanksi dalam pasal 281 
jo 77 ayat (1) UU LLAJ yang dimana sanksi pidananya terlalu tinggi bagi 
masyarakat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan pendapatan sehari-hari 
mereka. Sanksi denda yang diancamkan oleh UU LLAJ yang berlaku di Indonesia 
saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.
11
 
Seperti yang dikatakan oleh bapak Syahrul Kepala Urusan Administrasi dan 
Tata Usaha Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar sanksi yang tinggi memang 
merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk memberikan efek jera kepada 
para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan 
kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini pengendara kendaraan 
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bermotor harus memiliki SIM. karena sebagian besar warga masyarakat taat terhadap 
suatu aturan hukum karena takut akan sanksi nya.
12
 
2. Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukuman 
sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika 
terjadi pelanggaran, maka mereka harus memulihkan hukum yang dilanggar itu 
supaya dapat ditegakkan kembali.
13
 Oleh karena itu seorang penegak hukum yang 
mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk 
melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. 
 Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat 
lainnya. Mereka mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Penegakan hukum 
merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai 
kemapuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum 
yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan 
sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan 
menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak 
didukung oleh penegak hukum maka akan sulit untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat. Peraturan yang ditopang oleh pihak kepolisian akan menimbulkan 
kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan 
namun dibiarkan tanpa terkontrol khususnya mengenai kewajiban memiliki SIM bagi 
pengendara kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar 
dalam pelaksanaan UU LLAJ berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul 
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dengan jabatan Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polisi Lalu Lintas 




a. Penyuluhan ke taman kanak-kanak, 
b. SD polisi cilik,  
c. Police go to school, 
d. Police go to campus, 
e. Penyuluhan ke Pegawai Negeri Sipil, 
f. Penyuluhan ke Jasa Parkiran, 
g. Penyuluhan ke Penegak Hukum. 
Selain upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar, adapun upaya yang 
dilakukan oleh bapak Cenning Budiana, S.H. M.H hakim pengadilan Negeri 
Makassar sesuai hasil wawancara dalam menanggulangi pengendara kendaraan 
bermotor tanpa SIM yaitu sosialisasi aturan dan sosialisasi dampak yang ditimbulkan 
bagi mereka dan orang lain.
15
  
Sosialisasi terhadap Undang-undang sangatlah penting terhadap masyarakat 
karena bagaimanapun juga masyarakat bisa mengetahui hadirnya suatu undang-
undang, mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri 
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3. Faktor Sarana dan prasaran 
Sarana dan prasarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum 
tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi 
sebagai faktor pendukung. Misalnya bagaiman polisi dapat bekerja dengan baik 
apabila tidak dilengkapi kendaraan dan peralatan yang kurang memadai. Kalau 
peralatan yang dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharanya juga memegang 
peran yang sangat penting. Hal ini dihubungkan dalam proses pembuatan SIM.  
Seperti yang dikatakan oleh bapak Syahru Kepala Urusan Administrasi dan Tata 
Usaha Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar  dalam wawancara ia mengatakan 
bahwa prosedur pembuatan SIM itu harus melalui beberapa prosedur, mulai dari 
adamistrasi, Ujian teori, ujian praktik. Sarana nya sudah kami sediakan, seperti 
komputer, alat sidik jari, alat cetak, buku registor, headset, perangkat computer untuk 
ujian, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi karena banyaknya prosedur yang harus 
dilalui pada saat pembuatan SIM maka dari itu banyak masyarakat yang lebih 
memilih mengedarai kendaraan bermotor tanpa SIM.
16
 
4. Faktor Masyarakat 
Faktor masyarakat disini sangatlah penting, dimana faktor masyarakat adalah 
faktor yang mengefektifkan suatu peraturan. Yang dimaksud disini adalah 
meningkatkan kesadaran hukum dari warga masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh 
bapak Syahrul Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polisi Lalu Lintas 
Polrestabes Makassar dalam wawancaranya, walaupun pihak kepolisian sudah 
melakukan penyuluhan keberbagai tempat, akan tetapi jika warga masyarakta tidak 
sadar akan pentingnya taat terhadap peraturan hukum maka tidak ada jaminan warga 
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masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.
17
 
Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Cenning Budiana, S.H. M.H hakim 
pengadilan Negeri Makassar sesuai hasil wawancara bahwa pelanggaran lalu lintas 




Hal ini dikaitkan dengan pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM adalah 
suatu pelanggaran hukum, dan menyadari bahwa polisi berwenang untuk menangkap 
atau menilangnya. Orang dengan kesadaran hukumnya belum tentu tidak 
melanggarar peraturan tersebut. Maka sangat lah penting keasadaran hukum dalam 
manusia itu sendiri. 
5. Faktor Budaya Hukum 
Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu 
terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan 
terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan 
tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan 
tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati 
masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini mengenai efektivitas kepemilikan SIM 
terhadap pengemudi kendaraan bermotor, budaya hukum dapat diartikan nilai atau 
perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat menaati aturan hukum. Seperti yang 
dikatakan oleh bapak Syahrul Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polisi 
Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam wawancaranya Seorang dianggap 
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Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari 
masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan 
tingkah laku anggota masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Cenning 
Budiana, S.H. M.H hakim pengadilan Negeri Makassar sesuai hasil wawancara 
penyebab pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dikarenakan tidak ada 
kesadaran dalam diri masyarakat untuk memiliki SIM dan kebanyak dari mereka 
menggampangkan dan semena-mena terhadap aturan tersebut.
20
 Kondisi yang 
demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, 
pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. sebaik apapun hukum 
yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, 
pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar 
dalam pelaksanaanya tidak efektif, berdasarkan data tahun 2014 sampai dengan 
2016 jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki 
SIM meningkat.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Makassar 
yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana 
dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. 
B. Implikasi Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa implikasi 
yang dapat diberikan penulis guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, 
kelancaran lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Makassar yaitu: 
1. Kepolisian harus tetap professional dalam menjalankan peran, fungsi, dan 
tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Khususnya yang berkaitan dengan 
kepemilikan SIM. 
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan sarana atau fasilitas rambu lalu lintas, 
dan berupaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat memiliki SIM saat 
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Pedoman Wawancara di Polrestabes Makassar 
1. Apa penyebab pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki SIM? 
2. Bentuk hukuman apa saja yang didapatkan pengendara kendaraan bermotor 
yang tidak memiliki SIM? 
3. Menurut anda apa dampak hukuman yang ditimbulkan pengendara kendaraan 
yang tidak memiliki SIM? 
4. Pengendara jenis apa yang paling banyak mengendarai kendaraan bermotor 
tanpa SIM? Apakah mobil, truk, atau motor? 
5. Apa dampak yang ditimbulkan pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
memiliki SIM? 
6. Faktor-faktor apa saja yang mrempengaruhi efektivitas pasal 281 jo pasal 77 
ayat (1) di wilayah Hukum Polrestabes Makassar?  
Apakah dari faktor hukum atau undang-undang, dari aparat hukumnya, dari 
masyarakatnya, dari budaya hukumnya, atau dari sarana dan prasarananya? 
7. Tindakan apa yang anda lakukan dalam menanggulangi pengendara 
kendaraan bermotor tanpa SIM? 
8. Bagaiman prosedur pembuatan SIM di wilayah Hukum Polrestabes 
Makassar?  
Pedoman wawancara di Pengadilan Negei Makassar 
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengendara kendaraan bermotor 
tidak memiliki SIM? 
2. Dalam kasus ini mana yang lebih dominan, apakah dijatuhi pidana hukuman 
atau pidana denda? 
3. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana hukuman dan pidana 
denda? 
4. Bagaimana dampak hukuman bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
memiliki SIM? 
5. Faktor apa saja yang menyebabkan pelanggar lalu lintas ini sulit dihilangkan? 
6. Menurut bapak apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi pengendara 
kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM? 
Lampiran 2 
Data Informan 
1. Nama: Bapak Dyahrul  
Jabatan: Kepala Urusan Administrasi dan tata usaha Lalu Lintas (Polantas) 
Polrestabes Makassar  
2. Nama: Bapak Cenning Budiana, S.H. M.H 
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